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Abstrak

lndonesia sebagai negara berkembang terus berbenah diri dengan melakukan pernbangunan di segala bidang seperti industri, tranportasi. pertanian, perekonomian. dan lain-lain. Dalam melakukan pembangunan di bidang industri dan transportasi mempunyai dampak terhadap pencemaran udara berupa asap yang dikeluarkannya. Pencemaran udara dari industri merupakan pencemaran udara statis sedangkan yang dikeluarkan oleh transportasi merupakan pencemaran udara y ang bergerak.

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai lbu Kota Negara lndonesia menjadi pusat dari segala kegiatan dan menjadi tujuan dari masyarakat lndonesia. Padatnya penduduk dan macetnya lalu lintas rnenyebabkan langit Jakarta menjadi kelam karena asap knalpot yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor baik prihadi maupun angkutan umum. Angkutan umum seperti Metro Mini, Kopaja, Bianglala, Mayasari Bhakti dan lain​-lain merupakan milik perusahaan atau koperasi termasuk ke dalam korporasi. Sabjck hukum telah mengalami perluasan korporasi pun dapat dipidana jika melakukan kesalahan. Korporasi angkutan umum yang mengeluarkan asap melebihi emisi gas buang kendaraan umum berdasarkan Undang-undang No,23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dipidana. Karena sudah semakin hitamnya langit Jakarta dan penegakan hukum terhadap korporasi angkutan umum yang telah menyebabkan pencemaran udara di daerah Khusus lbu Kota Jakarta belum terlaksana dan UUTPE, UUTPN, UUTPK, UU Hak Cipta juga mengatur korporasi dapat dipidana tapi belum pernah korporasi disidik dan diajukan ke pengadilan, oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan permasalahan (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi angkutan umum yang telah menyeabakan pencemaran udara. (2) Faktor-faktor  apa yang menyebabkan tidak terlaksananya penegakan hukum terhadap korporasi yang menyebabkan pencemaran udara, (3) Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi pencemaran udara yang disebabkan oleh korporasi angkutan umum. 

Penelitian ini telah dilakukan dengan pendekatan penelitian hukum normatif (legal reseach) dan pendekatan penelitian hukum sosiologis (socio legal reseach). Dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif data yang dikumpulkan adalah data sekunder, yakni berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan pencemaran udara yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan l.ingkungan Hidup, koordinasi dan sinkronisasi peraturan antara Dishub, BPLHD, KLH sebagai Penyidik Pengaw\ai Negeri Sipil dengan Polri sebagai penyidik serta upaya apa yang dilakukan  Pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi dan menanggulangi pencemaran udara yang sudah melebihi ambang batas serta merupakan negara ke-3 polusi udara di dunia.  

melakukan pcnanukapan terh.idap 

Berdasarkan hasil penelitian baik pustaka maupun lapangan berupa wawancara didapatkan hasil bahwa Sub Dinas Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan Dinas Perhubungan Pemerintah DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta :

a. belum berani melaporkan dan menangkap  serta memeriksa  korporasi  angkutan umum yang telah mencemarkan udara karena belum ada peraturan pelaksananya, sehingga aparat tersebut tidak bisa melakukan penangkapan terhadap  angkutan umum yang telah mencemarkan udara dari asap tebal kanlpot yang dikeluarkan, 

b. mereka hanya bisa menstop sementara untuk menyuruh melakukan uji emisi pada Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Tindak Pidana Ringan dengan peradilan cepat di tempat yang telah ditentukan, yaitu : 

1. PKB Pulo Gadung 

2. PKB Wilayah I Ujung Menteng bagi domisili kepemilikan angkutan umum di Jakarta Utara 


3.PKB Wilayah II Jagakarsa bagi domisili kepemilikan angkutan umum di Jakarta Selatan dan Pusat 

 4. PKB Wilayah III Kedaung Angke bagi domisili kepemilikan  angkutan umum di Jakarta Barat dan  Utara 

 c. jika melanggar lagi Dinas Perhubungan menghentikan operasi kendaraan tersebut dengan tersebut  dengan mengandangkannva di Rawa Buaya, Pulau Gebang dan Tanah Merdeka. 

Upaya Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk melakukan penegakan hukum dan mencegah pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas buang angkutan umum dengan mewajibkan setiar 6 hujan dilakukan uji emisi dan dicek oleh petugas Dinas Perhubungan, kendaraan bermotor pribadi juga wajib melakukan uji emisi pada bengkel yang telah diberikan Sertifikat Uji Emisi, melakukan pembatasan umur kendaraan yang laik jalan, 15 tahun untuk angkutan umum dan 10 tahun untuk kendaraan pribadi. Bagi angkutan umum kendaraan yang dibawah tahun 1990 tidak boleh beroperasi lagi. Sering dilakukan pemeriksaan oleh petugas Dinas Perhubungan baik mengenai kondisi kendaraan dan uji emisi serta mengadakan serninar dengan mengundang para pengusaha angkutan umum agar selalu merawat kendaraannya supaya ramah lingkungan. Mernberikan penataran bagi penghargaan bagi pengemudi agar pengemudi selalu mematuhi rambu lalu lintas dan merawat kendaraannya. Memperbanyak taman hijau. Sedang membangun sarana dan prasana bahan bakar gas, karena BBG merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan atau tidak rnampunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan biayanya juga murah, pembangunan bus way ,mono rail. under way, tambahan kereta api listrik, tansportasi  air, mengurangi penggunaan mobil pribadi dengan menaiki  angkutan umum dimana kenyamananny a seperti mobil pribadi. 

Ada kerjasama yang baik antara Dinas perhubungan yang sedang melakukan tugas dijalan dengan Polisi lalu lintas seperti melakukan razia bersama sehingga Polisi bisa menahan SIM, STNK, PKB, Dinas Perhubungan bisa memberikan surat untuk melakukan uji emisi  kendaraan bermotor terhadap angkutan umum yang dicurigai asap knalpotnya melebihi ambang batas dan diproses sesuai  ketentuan hukum yang berlaku, serta koordinasi dengan BPLHD dan Kementrian Lingkungan Hidup yang juga berfungsi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga angkutan umum bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana melalui proses persidangan di pengadilan agar korporasi jera tidak mau mencemari udara Kota Jakarta lagi dan usaha Pemerintah DKI menciptakan langit Jakarta yang bersih dapat terwujud. 

